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ABSTRAK

Darmawan, Muhammad Ilham, 2022 Peran Mediator Sengketa Waris Non
Litigasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten
Landak. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr.
Syamsu Madyan, Lc. MA. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H,
M.H.

Kata Kunci: Peran Mediator, Sengketa Waris, Non Litigasi

Pada observasi awal yang dilakukan di Desa Rantau Panjang, ditemukan
bahwa masyarakat tergolong masih awam mengenai hukum waris Islam, oleh
karena itu banyak dari mereka yang memilih tokoh masyarakat atau tokoh agama
dalam menyelesaikan permasalah mereka, salah satunya terkait dengan sengketa
waris. Tokoh masyarakat yang mereka pilih sebagai mediator di anggap mampu
dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mereka hadapi.

Dari latar belakang penelitian di atas maka pemeliti merumuskan masalah,
yakni: (1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Desa Rantau Panjang
Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak? (2) Bagaimana peran Tokoh
Masyarakat sebagai Mediator jika terjadi sengketa waris? dan (3) Bagaimana
proses penyelesaian sengketa waris Non Litigasi oleh Mediator yang di perankan
Tokoh Masyarakat.?

Untuk mencapal tutuan tersebut maka metode yang digunakan penulis
ialah Metode Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research
(penelitian lapangan). Prosedur pengumpulan data dilakukan menggunakan
metode observasi, wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti
dan partisipan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pembahagian harta waris di
Desa Rantau Panjang menggunakan sistem adat, dan dalam proses pembagiannya
dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia
serta tidak melibat kan orang lain kecuali masyarak menginginkan tokoh
masyarakat menjadi saksi. Tokoh masyarakat Desa Rantau Panjang berperan
penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, diantaranya:
membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan mentukan bagian-
bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan
menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah
timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan
keharmonisan dalam rumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam proses penyelesain sengketa yang di mediatori oleh tokoh
masyarakat ialah. Salah satu pihak yang bersengketa mendatangi rumah Tokoh
Masyarakat, ahli waris dan keluarga di minta agar semua untuk berkumpul, Tokoh
Masyarakat menjelaskan bagian-bagian masing ahli waris disertai dengan nasihat-
nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah, Tokoh
Masyarakat memutuskan dan menetapkan kesepakatan yang telah disepakati para
pihak yang bersengketa, dan dalam prosenya tidak memiliki kekuatan hukum
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yang eksekutorial, karena tidak ada pembuatan akta perdamaian ataupun surat
perjanjian perdamaian.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu tentang masyarakat Desa
Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak menjaga dan
melestarikan adat serta budaya. Namum khusus masalah waris, penulis
meyarankan agar para masyarakat sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris
menggunakan hukum Islam dimana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan
terperinci mengenai hukum waris, dan bagi para pihak yang bersengketa terutama
mengenai sengketa kewarisan harus lebih memperioritaskan hubungan
kekerabatan dari pada harta.
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ABSTRACT

Darmawan, Muhammad Ilham, 2022 The Role of Mediator for Non-Litigation
Inheritance Disputes in Rantau Panjang Village, Sebangki District,
Landak Regency. Thesis of Islamic Family Law Study Program,
Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor
1: Dr. Syamsu Madyan, Lc. MA. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati,
SH, MH

Keywords: Mediator's Role, Inheritance Dispute, Non Litigation

In the initial observation conducted in Rantau Panjang Village, it was
found that the community was relatively unfamiliar with Islamic inheritance law,
therefore many of them chose community leaders or religious leaders in solving
their problems, one of which is related to inheritance disputes. The community
leaders they choose as mediators are considered capable of resolving the problems
or disputes they face.

From the background of the research above, the researcher formulates the
problems, namely: (1) How is the inheritance distribution system in Rantau
Panjang Village, Sebangki District, Landak Regency? (2) What is the role of
community leaders as mediators in the event of an inheritance dispute? and (3)
How is the process of resolving non-litigation inheritance disputes by a Mediator
who is played by a Community Leader?

To achieve this goal, the method used by the author is a qualitative
research method with the type of field research . The data collection procedure
was carried out using the observation method, interviews were conducted with
questions and answers between researchers and participants.

The results of the study concluded that the inheritance distribution system
in Rantau Panjang Village uses a customary system, and in the process of
distribution it is carried out before the heir dies and after the heir dies and does not
involve anyone else except the community who wants community leaders to be
witnesses. Rantau Panjang village community leaders play an important role in
the settlement of inheritance disputes, namely as mediators, including: opening
and leading the mediation process, explaining and determining the parts of the
heirs, providing the best advice and solutions, deciding and determining what has
been agreed upon by the disputing parties. , prevent the emergence of even greater
disputes, and maintain harmony and harmony in the household and society.

In the process of resolving disputes, which are mediated by community
leaders, namely: One of the disputing parties goes to the house of the Community
Leader, heirs and family are asked for all to gather, Community Leader explains
the parts of each heir accompanied by advice so that inheritance dispute problems
can be resolved by deliberation, Community Leaders decide and establish an
agreement which has been agreed upon by the disputing parties, and in the process
does not have executorial legal force, because there is no drafting of a peace deed
or a peace agreement letter.
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Things that need to be considered as suggestions are about the people of Rantau
Panjang Village, Sebangki District, Landak Regency, maintaining and preserving
customs and culture. However, specifically the issue of inheritance, the author
recommends that the community should resolve inheritance problems using
Islamic law where Islamic law has regulated fairly and in detail regarding
inheritance law, and for the parties to the dispute, especially regarding inheritance
disputes, kinship relations should be prioritized over property.
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PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

REPOSITORY

Manusia sebagai mahluk sosial tidak lepas dari permasalahan atau
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sengketa yang ada, permasalah yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang
lumrah. Dalam lingkupnya sengketa dapat dibagi dengan dua macam yakni,
sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa
yang terjadi dalam wilayah pidana kaitanya dengan kepentingan umum.
Sedangkan dalam wilayah perdata, sengketa kaitannya dengan kepentingan
pribadi, yang mencankup antara lain; hukum keluarga, kewarisan, hutang piutang,
perebutan hak asuh anak, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa yaitu

mencangkup hukum keluarga antara lain adalah mawaris dan perceraian.

Oleh sebab itu, manusia menyelesaikan permasalahn dapat menggunakan
hukum islam dan hukum posistif. Dengan membuat strategi dan prinsip dalam
memutuskan dan menyelesaian sengketa sebagaimana yang telah di paraktikkan
olen Nabi Muhammad dalam berbagai cara yang meliputi, negosiasi, ajudikasi,
rekonsiliasi mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan

di luar pengadilan (non litigasi).

Waris merupakan bagian yang penting bagi manusia ketika manusia
tersebut sudah meninggal dunia maka terjadi perpindahan harta dari manusia
kepada manusia lainnya. Dengan kata lain kewarisan adalah aturan terhadap apa
yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau

pewaris kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris adalah Al-Quran dan Hadist,
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2
peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum

Islam.

Dalam sengketa kewarisan, objeknya ialah berupa harta benda dimana
dalam pembagiannya sering terjadi ketidak puasan bagi sebagian ahli waris di
samping karena ketidak pahamannya mengenai bagian-bagian yang sudah diatur
dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Sengketa kewarisan yang terjadi di
masyarakat umumnya tertuuju pada pembagian harta warisan karena ada ahli
waris yang tidak mendapatkan haknya atau sebagian ahli wari menguasai harta
warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu
ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya

kepentingan pribadi.

Dalam Islam, kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari figih atau
ketentuan yang harus di jalankan oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam
menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Allah
menetapkan ketentuan kewarisan karena menyangkut dengan harta dimana
manusia cendrung menimbulkan persengketaan sedangkan di sisi lain Allah tidak

menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya. Suparman (2002:16)

Dalam penyelesaian sengketa kewarisan sesungguhnya dapat dilakukan
melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (non litigasi). Proses litigasi kadang menghasilkan kesepakatan yang
sifatnya saling berhadap-hadapan yang belum mampu merangkul kepentingan

bersama, cendrung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya,
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3
dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tidak responsive dan menimbulkan
permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa
waris di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win win
solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang
diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah
dengan kacamat lebih luas dan menyeluruh dalam kebersamaan dan tetap menjaga

hubungan baik. (Nugroho 2009:1)

Di Indonesia tentang mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan dalam rangka
mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di

pengadilan.

Dalam konteks mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi dijelaskan
dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2003 menyatakan bahwa: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator™.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 terdapat pengertian mediasi yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakan para pihak

dengan dibantu oleh Mediator”.
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4

Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 pasal 1
ayat 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mediator itu
sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus

atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan bantuan
seorang mediator, dimana mediator sebagai orang ketiga yang berperan dalam
menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak. Adapun mediator yang ditunjuk
oleh kedua pihak bisa dari mediator yang disediakan oleh Pengadilan, tokoh
agama atau tokoh masyarakat. Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus
dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang
mediasi di pengadilan. Mengingat bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih
luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta

berkeadilan.

Awal dari perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah
profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat,
dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan

oleh kepala desa, kepala suku, atau tokoh agama Rahmadi (2011:35).
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Akantetapi sampai saat ini masih ada masyarakat yang memilih
menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi khususnya masyarakat Desa
Rantau Panjang dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan
masalahnya proses peradilan, diantaranya mereka beranggapan apabila masalah
mereka diselesaikan di Pengadilan mereka merasa malu masalahnya diketahui

orang banyak dan akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Berkaitan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama tersebut terdapat
fenomena yang menarik dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa yang ada
di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, selain itu tokoh
masyarakat sangat dihormati dan disegani. Wajar apabila masyarakat banyak yang
mempercayai para tokoh masyarakat juga tokoh agama untuk mengadukan
masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Hal-hal inilah yang membuat
mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara
non litigasi. Selain itu, bermediasi secara non-litigasi dirasa cukup menyelesaikan
masalah mereka dengan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam

masalah mereka.

Oleh sebab itu terkait konflik sengketa waris apabila mereka tidak
mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut mereka lebih memilih untuk
datang pada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mereka anggap mampu
dalam menyelesaikan masalah mereka serta tidak ada tahapan tertentu kepada
siapa mereka menentukan tokoh masyarakat yang akan mereka jadikan penengah

atau rujukan dalam masalah mereka.
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Masyarakat Desa Rantau Panjang tergolong dalam masyarakat yang awam
mengenai hukum waris Islam, oleh karena itu banyak dari mereka yang memilih
tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan masalah mereka, salah

satunya terkait dengan sengketa waris. Dalam pembagian harta peninggalan atau

REPOSITORY

waris masyarakat Desa Rantau Panjang dibagikan setelah pewaris sebelum
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meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia, sedangkan tokoh masyarakat yang
mereka pilih sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahannya ialah
mereka yang di anggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa

yang mereka hadapi.

Dari paparan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih detail lagi
terkait peran mediator tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang yang telah
penulis rangkai dengan judul Peran Mediator Sengketa Waris Non Litigasi (Studi
Kasus di Desa Rantau Panjang Kecakmatan Sebangki Kabupaten Landak).
Penulis akan menuangkan hasil penelitian ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah

berbentuk Skripsi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris di Desa Rantau Panjang

Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak?

2. Bagaimana peran Mediator dalam penyelesaian sengketa waris?

3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris Non Litigasi oleh Mediator

yang di perankan Tokoh Masyarakat?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka

tujuan penelitian ini sebagai berikut:
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1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian waris di Desa Rantau Panjang

University of Islam Malang

Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak

2. Untuk mendeskripsikan peran Mediator Desa Rantau Panjang Kecamatan

Sebangki Kabupten Landak dalam penyelesaikan sangketa waris.

3. Untuk mendeskripsika proses penyelesaian harta waris di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Sebangki kabupaten Landak jika terjadi sengketa

waris

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kumpulan ilmu

yang bermanfaat, dengan beberapa pembagian sebagai berikut:

1. Aspek teoritis:

Hasil dari penelitian ini berharap dapat berguna sebagai kontribusi dalam
rangka memperluas ilmu pengetahuan, khusunya masyarakat Desa Rantau
Panjang dan umumnya masyarakat luas mengenai peran mediator tokoh

masyarakat dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.
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2. Aspek praktis:

Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat dan mediator, untuk
memperluas wawasan serta hasil dari penelitian ini berharap dapat dipraktikkan ke

dalam kehidupan sehari-hari.

. Definisi Istilah

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status yang mana
pengharapan manusia terhadap caranya yang bisa mempersatukan kelompok

dalam situasi tertentu berdasarkan status atau fungsi sosialnya.

Menurut menurut Soerjono Soekanto (2002), mendefinisikan peranan
sebagai Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi normanorma yang
dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. jika seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan.

Mediator adalah tokoh masyarakat yang dipercayai oleh masayarakat guna
mempersatukan, membantu dan menyelesaikan permasalahan yang sedang

dihadapi oleh masyarakat.

Sangketa adalah suatu perbedaan pendapat, pertengkeran dan
pembantahan sehingga menimbulkan terjadinya perkara. Waris sesuatu harta
peninggalan yang diwariskan. Jadi sangketa waris adalah suatu yang
menyebabkan perbedaan, pertengkaran mengenai sesuatu yang diwariskan atau

perpindahan harta peninggalan.



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

9
Menurut UU Nomor Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa
tokoh masyarakat adalah seseorang yang kerena kedudukan sosialnya menerima

kehormatan dari masyarakat atau Pemerintah.

Penyelesain sengketa dalam peradilan terdapat dua secara yaitu Litigasi
dan Non Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa pidana maupun perdata
yang dilakukan di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Sebaliknya, Non
Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang dilakukan

diluar pengadilan.



BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan
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Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
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1. Sistem pembagian harta warisan di Desa Rantau Panjang menggunakan
sitem adat, dan dalam pembagiannya dilakukan sebelum pewaris
meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia serta dalam penentuan
bagian ahli waris dilakukan dengan bagi rata terkecuali ketika pewaris
meninggal dunia maka anak yang merawat pewaris semasa hidup atau
semasa sakit yang lebih diutamakan.

2. Peran mediator tokoh masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan
Sebangki Kabupaten Landak memiliki peran penting dalam penyelesaian
sengketa waris, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi,
menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat
dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah
disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa
yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan
dalam hidup bermasyarakat.

3. Proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang di mediator oleh
tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang diantaranya: Salah satu pihak
yang bersengketa waris datang ke rumah tokoh masyarakat dan
menceritakan permasalahan yang sedang terjadi, tokoh masyarakat
meminta agar semua ahli waris dan pihak yang bersangkutan untuk

berkumpul, tokoh masyarakat menjelaskan bagian-bagian masing ahli
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waris disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa
diselesaikan secara musyawarah, dan dalam prosenya tidak memiliki
kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak ada pembuatan akta
perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam:
pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal

1851 KUH Perdata.

Penulis berharap agar masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan
Sebangki Kabupaten Landak menjaga dan melestarikan adat serta budaya.
Namum khusus masalah waris, penulis meyarankan agar para masyarakat
sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum Islam
dimana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai
hukum waris, dan bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai
sengketa kewarisan harus lebih memperioritaskan hubungan kekerabatan
dari pada harta.

Tokoh masyarakat yang menjadi mediator seharusnya menyarankan
kepada para pihak untuk mengukuhkan hasil dari kesepakatannya ke
Pengadilan Agama dengan mengajukan akta perdamaian. Hal ini sesuai
dengan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau membuatkan surat
kesepakatan perdamain sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata supaya
apa yang sudah disepakati memiliki kekuatan hukum.

Bagi lembaga sertifikasi mediator hendaknya melakukan sosialisasi,

melakukan pelatihan sertifikasi mediator terhadap tokoh masyarakat yang
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sering ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan

permasalahan dalam keluarga khususnya sengketa waris.
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